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This study aims to evaluate how thoroughly PSAK 409 is applied in 
the financial statements of BAZNAS RI and Rumah Zakat in 2024 by 
analyzing recognition, measurement, presentation, and disclosure. 
This research uses a descriptive qualitative method with a 
comparative approach, with data obtained from the official websites 
of both institutions, specifically the published financial statements that 
have received an unqualified opinion (WTP) in 2024. The results of 
this study show that the application of PSAK 409 in each institution's 
financial statements has been well implemented, with BAZNAS RI 
performing better and publishing most of its financial statements, 
while Rumah Zakat has also published its financial statements, 
although the notes to the financial statements (CALC) have not been 
included. However, in terms of detail, BAZNAS RI applies PSAK 409 
more thoroughly compared to Rumah Zakat, particularly regarding 
the measurement bases. 
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A. Pendahaluan 

Zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki peran 

strategis tidak hanya sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai sarana 

pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial dalam masyarakat. Melalui 

pengelolaan yang baik, zakat dapat menjadi instrumen redistribusi kekayaan yang 

mampu membantu mengurangi kesenjangan ekonomi serta meningkatkan 

kesejahteraan mustahik. Oleh karena itu, pengelolaan zakat tidak hanya berkaitan 

dengan aspek spiritual, tetapi juga menuntut tata kelola organisasi yang 

profesional, transparan, dan akuntabel agar tujuan sosial-ekonomi zakat dapat 

tercapai secara optimal (PSAK No. 409; UU No. 23 Tahun 2011). 

 
Vol. 7, No. 1, June, 2025, pp. 76 –95 

p-ISSN: 2655-2493 ; e-ISSN: 2655-2485 
Website: http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE 

 

mailto:annisaindri640@gmail.com
mailto:mellyaembunbaining@uinjambi.ac.id
mailto:ferrisaputratanjung@uinjambi.ac.id
http://journal.uaindonesia./
http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1543210524&1&&
http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1543206434&1&&
http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE


Journal of Sharia Economics 

Vol. 7, No. 1, June, 2025, pp. 76 -95 
Annisa Indri Meithara, Mellya Embun Baining, Ferri Saputra Tanjung 

 

 

 
 
 

 

Page | 77  

Dalam sistem pengelolaan zakat, dana amil merupakan salah satu 

komponen yang tidak dapat dipisahkan dari dana zakat. Dana amil merupakan 

bagian dana yang secara syariah diperuntukkan bagi pengelola zakat sebagai 

kompensasi atas tugas penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, serta 

pembiayaan operasional lembaga zakat. Keberadaan dana amil memiliki legitimasi 

syariah yang kuat, namun pengelolaannya harus dilakukan secara jelas dan 

terpisah agar tidak menimbulkan tumpang tindih dengan hak mustahik lainnya. 

Oleh sebab itu, diperlukan sistem pelaporan keuangan yang mampu menunjukkan 

secara transparan sumber, penggunaan, serta proporsi dana amil yang dikelola 

oleh organisasi pengelola zakat (PSAK No. 409). 

Pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat ditegaskan melalui 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 409 tentang Akuntansi 

Zakat, Infak, dan Sedekah yang mewajibkan lembaga amil zakat untuk melakukan 

pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana zakat, 

infak/sedekah, serta dana amil secara terpisah. Ketentuan ini bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas pelaporan keuangan sehingga dapat dipahami dan 

dipercaya oleh masyarakat sebagai pihak yang menyalurkan dana zakat melalui 

lembaga pengelola zakat (PSAK No. 409). Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat juga mewajibkan organisasi pengelola 

zakat untuk menyusun laporan yang transparan, akuntabel, dan dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan adanya laporan 

yang berkualitas, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat 

diharapkan dapat terus meningkat (UU No. 23 Tahun 2011). 

Pentingnya transparansi dan akuntabilitas juga didukung oleh hasil 

penelitian Baining, Amir, Hizazi, dan Arum (2024) yang menyatakan bahwa tingkat 

kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat sangat dipengaruhi 

oleh keterbukaan informasi serta kualitas pelaporan keuangan yang disajikan. 

Semakin baik penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi, maka semakin 

tinggi pula tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga zakat (Baining et al., 

2024). 

Dari perspektif syariah, pengelolaan dana amil juga diatur dalam Fatwa 

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 yang 

menetapkan bahwa bagian amil maksimal sebesar 1/8 atau 12,5% dari dana zakat 

yang dihimpun. Ketentuan ini menunjukkan bahwa syariat Islam telah memberikan 

batas yang jelas terhadap penggunaan dana amil sehingga tidak mengurangi hak 

para mustahik. Selain itu, ketentuan tersebut juga menjadi dasar dalam melakukan 

pengawasan dan audit terhadap pengelolaan dana zakat agar tetap berada dalam 

koridor syariah dan prinsip keadilan (Fatwa DSN-MUI No. 8 Tahun 2011). 

Prinsip amanah, keadilan, dan keterbukaan dalam pengelolaan dana zakat 

juga tercermin dalam QS. Al-Baqarah ayat 267 yang menegaskan pentingnya 
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menafkahkan harta yang baik dan tidak memilih sesuatu yang buruk untuk 

diberikan kepada orang lain. Ayat tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan zakat 

harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan berorientasi pada 

kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, lembaga pengelola zakat dituntut 

untuk mengelola dana yang dipercayakan oleh muzakki secara profesional dan 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (QS. Al-Baqarah: 267). 

Berdasarkan survei Top Brand Index tahun 2024 yang diterbitkan oleh 

Frontier Group, terdapat tiga organisasi pengelola zakat yang memiliki tingkat 

kesadaran dan kepercayaan merek tertinggi di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAS), Dompet Dhuafa, dan Rumah Zakat. BAZNAS menempati 

posisi pertama dengan indeks sebesar 38,9%, diikuti oleh Dompet Dhuafa sebesar 

27%, dan Rumah Zakat sebesar 5,4%. Nilai tersebut menunjukkan kekuatan 

merek yang diukur berdasarkan tingkat pengenalan masyarakat, penggunaan 

lembaga untuk menyalurkan zakat, serta keinginan masyarakat untuk 

menggunakan kembali lembaga tersebut pada masa mendatang (Top Brand 

Index, 2024). 

Tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS dan Rumah 

Zakat menjadikan kedua lembaga tersebut relevan untuk dijadikan objek 

penelitian. Selain memiliki jangkauan nasional yang luas, kedua lembaga juga 

telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari auditor independen 

atas laporan keuangan tahun 2024. Selain itu, kedua lembaga memiliki 

karakteristik yang menarik untuk dibandingkan karena BAZNAS merupakan 

lembaga resmi pemerintah, sedangkan Rumah Zakat merupakan lembaga amil 

zakat nasional independen yang sama-sama berfokus pada program sosial dan 

pemberdayaan masyarakat (Laporan Keuangan BAZNAS RI 2024; Laporan 

Keuangan Rumah Zakat 2024). 

 

Data laporan keuangan tahun 2024 menunjukkan bahwa BAZNAS RI 

berhasil menghimpun dana sebesar Rp1,189 triliun dengan total penyaluran 

sebesar Rp1,115 triliun, sedangkan Rumah Zakat menghimpun dana sebesar 

Rp401,6 miliar dan menyalurkan sebesar Rp379,4 miliar. Dari sisi dana amil, 

BAZNAS mencatat proporsi sebesar 8,41%, sedangkan Rumah Zakat sebesar 

12,44%. Data tersebut menunjukkan bahwa kedua lembaga mengalami 

peningkatan penghimpunan dan penyaluran dana dibandingkan tahun 

sebelumnya, namun memiliki karakteristik pengelolaan dan pelaporan dana amil 

yang berbeda (Laporan Keuangan BAZNAS RI 2024; Laporan Keuangan Rumah 

Zakat 2024). 

Mulai tahun 2024, PSAK No. 409 telah diberlakukan secara efektif sebagai 

pedoman utama dalam penyusunan laporan keuangan organisasi pengelola zakat. 

Standar ini mengatur berbagai aspek penting, mulai dari pemisahan dana zakat, 
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infak/sedekah, dan dana amil, pengakuan penerimaan dan penyaluran dana, 

pengukuran aset nonkas, penyajian laporan keuangan, hingga pengungkapan 

kebijakan akuntansi dan informasi nilai wajar dalam Catatan Atas Laporan 

Keuangan (PSAK No. 409). 

Hasil telaah terhadap laporan keuangan BAZNAS RI dan Rumah Zakat 

Tahun 2024 menunjukkan bahwa kedua lembaga telah memenuhi beberapa 

ketentuan utama PSAK No. 409, khususnya terkait pemisahan dana zakat, 

infak/sedekah, dan dana amil. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek 

yang belum diungkapkan secara optimal, seperti pengukuran aset nonkas, 

penghentian pengakuan aset nonkas, model pengukuran aset kelolaan, 

pengungkapan investasi dana zakat, pengungkapan Al-Qardh Al-Hasan, 

pengungkapan sedekah jasa, serta kelengkapan Catatan Atas Laporan Keuangan. 

BAZNAS RI telah mengungkapkan sumber dan penggunaan dana amil serta 

mempublikasikan Catatan Atas Laporan Keuangan, namun masih terdapat 

beberapa informasi yang belum dijelaskan secara rinci, seperti dasar penentuan 

nilai wajar aset nonkas, model pengukuran aset kelolaan, Al-Qardh Al-Hasan, 

sedekah jasa, dan beberapa dasar pengukuran lainnya. Sementara itu, Rumah 

Zakat belum menyajikan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dalam laporan 

keuangan publiknya sehingga informasi mengenai kebijakan akuntansi, dasar 

pengukuran, nilai wajar aset, Al-Qardh Al-Hasan, sedekah jasa, serta informasi 

pendukung lainnya belum dapat dianalisis secara menyeluruh (Laporan Keuangan 

BAZNAS RI 2024; Laporan Keuangan Rumah Zakat 2024). 

Temuan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan tingkat 

kedalaman dan transparansi pengungkapan laporan keuangan meskipun kedua 

lembaga telah menggunakan standar akuntansi yang sama. Kondisi ini sejalan 

dengan hasil penelitian terdahulu. Wahyudini dan Rahmat (2023) menemukan 

bahwa Dompet Dhuafa telah menerapkan PSAK 109 secara baik dan transparan, 

khususnya dalam pemisahan dana zakat, infak/sedekah, dan dana amil 

(Wahyudini & Rahmat, 2023). Penelitian Dwi, Putri, dan Heki (2025) juga 

menunjukkan bahwa lembaga zakat independen telah menerapkan standar 

akuntansi zakat secara efektif dalam mendukung akuntabilitas publik (Dwi et al., 

2025). Namun, penelitian Asiska, Putri, Ulil, dan Binti (2024) menemukan bahwa 

penerapan standar akuntansi zakat di Indonesia masih belum konsisten antar 

lembaga sehingga menyulitkan proses perbandingan laporan keuangan (Asiska et 

al., 2024). Sementara itu, penelitian Dini dan Ramadhani (2023) menunjukkan 

bahwa implementasi PSAK 409 pada BAZNAS Kabupaten Garut masih belum 

optimal terutama dalam aspek pelaporan arus kas dan pengakuan zakat nonkas 

(Dini & Ramadhani, 2023). 

Berdasarkan berbagai fenomena tersebut, masih terdapat kesenjangan 

antara ketentuan ideal yang diatur dalam PSAK No. 409 dengan praktik yang 
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terjadi pada organisasi pengelola zakat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan 

untuk menganalisis dan membandingkan penerapan PSAK No. 409 khususnya 

terkait pengelolaan dan pelaporan dana amil pada BAZNAS RI dan Rumah Zakat 

tahun 2024. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris 

mengenai tingkat kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas kedua lembaga 

dalam menerapkan standar akuntansi zakat yang berlaku, sekaligus menjadi 

masukan bagi peningkatan kualitas pelaporan keuangan organisasi pengelola 

zakat di Indonesia. 

 

B. Landasan Teori 

1. Teori Agen (Agency Theory)  
Teori Agen (Agency Theory) menjelaskan hubungan antara prinsipal 

sebagai pihak yang memberikan amanah dan agen sebagai pihak yang 

menerima amanah untuk melaksanakan tugas tertentu. Dalam pengelolaan 

zakat, muzakki berperan sebagai prinsipal yang mempercayakan pengelolaan 

dana zakat kepada amil sebagai agen. Oleh karena itu, amil memiliki tanggung 

jawab moral dan profesional untuk mengelola serta mempertanggungjawabkan 

dana tersebut melalui laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi 

syariah. Hubungan ini berpotensi menimbulkan asimetri informasi karena amil 

memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan muzakki. Untuk 

mengurangi potensi konflik tersebut, diperlukan pelaporan keuangan yang 

transparan dan sesuai dengan PSAK 409 sehingga dapat meningkatkan 

kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana zakat. Semakin lengkap dan 

transparan pengungkapan laporan keuangan yang disajikan, maka semakin 

kecil kemungkinan terjadinya konflik keagenan antara muzakki dan amil. (Scott, 

2015; Godfrey et al., 2010). 
2. Teori Stewardship (Steward Theory) 

Teori Stewardship (Steward Theory) memandang bahwa pengelola 
organisasi bertindak sebagai pelayan (steward) yang mengutamakan 
kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Teori ini menekankan 
pentingnya kepercayaan, komitmen, tanggung jawab, dan motivasi intrinsik 
dalam menjalankan tugas organisasi. Dalam konteks lembaga amil zakat, teori 
stewardship menjelaskan bahwa pengelolaan dana zakat tidak hanya 
dilakukan untuk memenuhi tuntutan regulasi, tetapi juga sebagai bentuk 
pelaksanaan amanah syariah yang diberikan oleh muzakki dan para pemangku 
kepentingan. Oleh karena itu, lembaga zakat harus menyusun kebijakan dan 
sistem pelaporan yang jujur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 
Teori ini juga sejalan dengan konsep hisab dalam Islam yang menekankan 
bahwa setiap pengelolaan dana publik wajib dipertanggungjawabkan secara 
terbuka dan amanah. (Gama et al., 2024). 

3. Laporan Keuangan 

Laporan Keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang 
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berfungsi menyampaikan informasi keuangan kepada para pemangku 
kepentingan untuk mendukung pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan 
spiritual. Laporan keuangan juga menjadi bentuk pertanggungjawaban 
manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. 
Agar berkualitas, laporan keuangan harus memiliki karakteristik relevan, dapat 
dibandingkan, dan mudah dipahami oleh pengguna. Dalam lembaga pengelola 
zakat, laporan keuangan bertujuan memberikan informasi mengenai posisi 
keuangan lembaga, penggunaan dana yang diamanahkan, serta tingkat 
kepatuhan terhadap prinsip syariah dan ketentuan PSAK 409. Dengan 
demikian, laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, 
tetapi juga sebagai sarana pertanggungjawaban moral dan spiritual dalam 
pengelolaan dana umat. (Kieso et al., 2018; Harianto, 2021). 

4. Analisis Laporan Keuangan 

Analisis Laporan Keuangan merupakan proses penelaahan laporan 
keuangan untuk memahami hubungan antar unsur keuangan dan menilai 
kondisi serta kinerja suatu entitas. Analisis ini digunakan untuk mengevaluasi 
posisi keuangan masa lalu, kondisi saat ini, serta memperkirakan kondisi 
keuangan di masa mendatang. Pada lembaga amil zakat, analisis laporan 
keuangan digunakan untuk menilai keseimbangan antara dana yang dihimpun, 
disalurkan, dan dialokasikan sebagai dana amil. Selain itu, analisis juga 
membantu mengukur efektivitas penggunaan dana, tingkat likuiditas, serta 
efisiensi pengelolaan sumber daya yang dimiliki lembaga. Dalam organisasi 
nirlaba seperti lembaga zakat, analisis laporan keuangan berperan penting 
untuk menilai kualitas pengelolaan dana publik dan tingkat kepatuhan terhadap 
ketentuan PSAK 409. Konsistensi dan keterbandingan laporan antarperiode 
menjadi faktor penting agar laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar 
evaluasi publik dan pengambilan keputusan strategis. (Penman, 2010; Wahlen 
et al., 2018). 

 
PSAK 409 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah merupakan 

standar akuntansi syariah yang mengatur perlakuan akuntansi atas dana zakat, 
infak, dan sedekah yang dikelola oleh lembaga amil zakat. PSAK 409 
diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia 
sebagai revisi atas PSAK 109 dan mulai berlaku efektif pada tahun 2024. 
Standar ini mengatur aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan 
pengungkapan dana zakat, infak, sedekah, dana amil, serta aset kelolaan agar 
pengelolaan dana umat dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, dan 
sesuai prinsip syariah. Komponen laporan keuangan yang diwajibkan dalam 
PSAK 409 meliputi laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan 
perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan 
(CALK). PSAK 409 juga menekankan pentingnya pemisahan dana zakat, 
infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal agar setiap jenis dana dapat 
dipertanggungjawabkan secara jelas kepada para pemangku kepentingan. 
Selain itu, CALK harus mengungkapkan kebijakan akuntansi, rincian dana, hak 
amil, aset kelolaan, transaksi pihak berelasi, serta informasi kepatuhan syariah 
sehingga tingkat transparansi lembaga dapat dinilai secara komprehensif. (IAI, 
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2023). 
 

Komponen yang harus dilengkapi dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 

Bagian CALK Isi yang wajib diungkapkan 

Informasi Umum 

Lembaga  

Dasar hukum, visi-misi, struktur amil 

Dasar Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Basis akrual, standar yang digunakan, 

tanggal efektif Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan  

Kebijakan Akuntansi Nilai wajar, penurunan nilai, dana 

terikat, dasar perhitungan hak amil, 

dan aset kelolaan 

Rincian Dana Zakat Sumber dana, kelompok mustahik, 

saldo yang belum disalurkan 

Rincian Dana 

Infaq/Sedekah 

Pemisahan terikat dan tidak terikat, 

realisasi program 

Hak Amil (alokasi dan 

penggunaannya) 

Persentase, dasar fatwa, dan rincian 

penggunaan 

Dana Non-Halal Sumber & Penyaluran 

Penerimaan Nonkas Metode nilai wajar, dan jenis aset atau 

jasa 

Aset Kelolaan Jenis aset, manfaat dan mutasi 

Transaksi Pihak 

Berelasi 

Nilai transaksi dan sifat hubungan 

Estimasi dan Asumsi 

Penting 

Penurunan nilai dan umur manfaat 

Peristiwa Setelah 

Tanggal Pelaporan 

Kejadian Signifikan 

Informasi Nilai Sosial Dampak program, indikator manfaat 

(dianjurkan) 

Sumber Data: Diolah penulis 2025 

5. Fatwa DSN-MUI 

Fatwa DSN-MUI menjadi landasan syariah yang mendukung penerapan 
PSAK 409 dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Fatwa DSN-MUI 
Nomor 8 Tahun 2011 mengatur kedudukan, hak, kewajiban, serta batas 
maksimal dana amil yang dapat digunakan oleh lembaga pengelola zakat 
sehingga menjadi pedoman dalam pengelolaan dan pelaporan dana amil 
secara syariah. Fatwa DSN-MUI Nomor 13 Tahun 2011 menegaskan bahwa 
zakat harus berasal dari harta yang diperoleh secara halal baik dari sumber 
maupun cara memperolehnya. Selanjutnya, Fatwa DSN-MUI Nomor 14 Tahun 
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2011 mengatur bahwa dana zakat dapat disalurkan dalam bentuk aset kelolaan 
yang manfaatnya diperuntukkan bagi mustahik. Sementara itu, Fatwa DSN-
MUI Nomor 15 Tahun 2011 menjelaskan bahwa amil bertanggung jawab atas 
penghimpunan, pemeliharaan, dan penyaluran dana zakat sesuai prinsip 
syariah dan tata kelola yang baik. Keseluruhan fatwa tersebut menjadi dasar 
normatif dalam menilai kesesuaian pengelolaan dan pelaporan dana amil pada 
lembaga zakat dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. (DSN-MUI No. 
8/2011; DSN-MUI No. 13/2011; DSN-MUI No. 14/2011; DSN-MUI No. 
15/2011). 

 
C. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sifat 

komparatif. Metode kualitatif melalui analisis isi (content analysis) digunakan untuk 

menafsirkan makna yang terkandung dalam dokumen secara sistematis dengan 

memahami konteks dan struktur informasi yang terdapat di dalamnya. Pendekatan ini 

bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai penerapan 

akuntansi dana amil berdasarkan PSAK 409 melalui telaah terhadap laporan 

keuangan publik lembaga pengelola zakat. Sifat komparatif digunakan untuk 

mengidentifikasi persamaan dan perbedaan penerapan PSAK 409 pada dua lembaga 

pengelola zakat nasional yang memiliki karakteristik berbeda, yaitu BAZNAS RI 

sebagai lembaga pemerintah dan Rumah Zakat sebagai lembaga independen, 

dengan fokus analisis pada aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan 

pengungkapan dana amil (Ridho & Rofiq, 2025; Ningsih et al., 2021). 

Objek penelitian ini adalah dua lembaga pengelola zakat tingkat nasional, yaitu 

BAZNAS RI yang berlokasi di Jakarta Timur dan merupakan lembaga resmi 

pemerintah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 

tentang Pengelolaan Zakat, serta Rumah Zakat yang berlokasi di Bandung, Jawa 

Barat, sebagai lembaga amil zakat nasional berbentuk yayasan yang beroperasi 

secara independen di seluruh Indonesia. Pemilihan kedua lembaga tersebut 

didasarkan pada perannya sebagai lembaga pengelola ZIS berskala nasional yang 

telah mempublikasikan laporan keuangan tahun 2024. 

Data penelitian menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan 

keuangan audited BAZNAS RI Tahun 2024 dan laporan keuangan audited Rumah 

Zakat Tahun 2024 yang diperoleh melalui situs resmi masing-masing lembaga. Selain 

itu, penelitian juga memanfaatkan PSAK 409 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan 

Indonesia sebagai standar utama dalam proses analisis serta berbagai literatur 

pendukung yang relevan dengan akuntansi zakat, infak, sedekah, dan dana amil. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan dokumentasi. 

Observasi digunakan untuk mengamati dan menelaah isi laporan keuangan yang 

dipublikasikan oleh kedua lembaga, sedangkan dokumentasi dilakukan dengan 

mengumpulkan serta mengkaji berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek 

penelitian, terutama laporan keuangan dan regulasi yang menjadi dasar analisis. 
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Analisis data dilakukan menggunakan teknik Qualitative Content Analysis. 

Tahapan analisis dimulai dengan menentukan unit analisis yang memuat pos dana 

amil dan komponen yang berkaitan dengan PSAK 409. Selanjutnya dilakukan reduksi 

dan kategorisasi data ke dalam empat aspek utama, yaitu pengakuan (recognition), 

pengukuran (measurement), penyajian (presentation), dan pengungkapan 

(disclosure). Data yang telah dikategorikan kemudian disusun dalam tabel komparatif 

antara BAZNAS RI dan Rumah Zakat untuk mengevaluasi tingkat kedalaman 

penerapan PSAK 409. Tahap terakhir dilakukan penarikan kesimpulan melalui 

interpretasi hasil komparasi guna menjelaskan persamaan dan perbedaan penerapan 

standar serta tingkat akuntabilitas dan transparansi kedua lembaga pengelola zakat 

tersebut (Putri et al., 2024).  

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS RI dan Rumah Zakat telah 

melakukan pemisahan dana zakat, infak, sedekah, dan dana amil sesuai dengan 

ketentuan PSAK No. 409. Pada BAZNAS RI, pengakuan dana amil dijelaskan melalui 

laporan aktivitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang memuat rincian 

penerimaan dan penyaluran dana hingga tingkat program, meskipun belum 

menjelaskan secara rinci waktu pengakuan transaksi. Sementara itu, Rumah Zakat 

juga telah mengakui dana amil sebagai dana tersendiri dalam laporan aktivitas dan 

laporan perubahan dana, namun laporan keuangan versi publik belum menjelaskan 

dasar waktu pengakuan maupun metode alokasi dana amil yang digunakan. Oleh 

karena itu, tingkat kedalaman informasi pengakuan pada BAZNAS RI dinilai lebih baik 

dibandingkan Rumah Zakat karena didukung oleh CALK yang dipublikasikan kepada 

masyarakat. (Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS RI Tahun 2024; Laporan 

Keuangan Rumah Zakat Tahun 2024) 

Pada aspek pengukuran, kedua lembaga belum sepenuhnya memenuhi 

ketentuan PSAK No. 409. BAZNAS RI telah menyajikan informasi mengenai aset 

nonkas dan aset kelolaan, namun tidak ditemukan penjelasan rinci mengenai metode 

penentuan nilai wajar, model pengukuran aset kelolaan, serta kebijakan penurunan 

nilai aset. Dana amil juga diukur berdasarkan kebijakan alokasi internal, tetapi metode 

perhitungannya tidak dijelaskan secara rinci. Di sisi lain, Rumah Zakat telah 

menyajikan laporan perubahan aset kelolaan, namun tidak menjelaskan metode 

penilaian aset nonkas, dasar pengukuran nilai wajar, maupun pengakuan sedekah 

jasa karena tidak menyertakan CALK dalam laporan keuangan publiknya. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa BAZNAS RI berada pada kategori "sebagian terpenuhi", 

sedangkan Rumah Zakat memiliki keterbatasan yang lebih besar dalam aspek 

pengukuran. (Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS RI Tahun 2024; Laporan 

Keuangan Rumah Zakat Tahun 2024) 
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Dari aspek penyajian, BAZNAS RI telah menyajikan lima komponen laporan 

keuangan sesuai PSAK No. 409, yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan 

dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan Catatan Atas Laporan 

Keuangan. Penyajian tersebut dilakukan secara sistematis dan konsisten sehingga 

memudahkan pengguna laporan dalam memahami kondisi keuangan lembaga. 

Sebaliknya, Rumah Zakat hanya menampilkan empat komponen laporan keuangan 

dalam versi publik dan tidak menyertakan CALK. Meskipun laporan utama telah 

tersedia dan dana amil telah disajikan secara terpisah, ketiadaan CALK menyebabkan 

tingkat kedalaman informasi dan transparansi yang diberikan kepada masyarakat 

menjadi lebih rendah dibandingkan BAZNAS RI. (Sumber: Laporan Keuangan 

BAZNAS RI Tahun 2024; Laporan Keuangan Rumah Zakat Tahun 2024) 

Dalam aspek pengungkapan, BAZNAS RI telah menjelaskan kebijakan dasar 

penyusunan laporan keuangan dan secara eksplisit menyebut PSAK No. 409 sebagai 

standar yang digunakan. Selain itu, rincian penggunaan dana amil telah diungkapkan 

dalam laporan keuangan. Namun demikian, masih terdapat beberapa informasi yang 

belum dijelaskan secara rinci, seperti metode penentuan nilai wajar aset nonkas, 

sedekah jasa, dan al-qardh al-hasan. Sementara itu, Rumah Zakat tidak menampilkan 

CALK dalam laporan keuangan publik sehingga informasi mengenai kebijakan 

akuntansi, nilai wajar aset, dan transaksi nonkas tidak dapat dianalisis secara 

mendalam. Oleh karena itu, tingkat pengungkapan BAZNAS RI dinilai lebih baik 

dibandingkan Rumah Zakat pada laporan keuangan versi publik tahun 2024. (Sumber: 

Laporan Keuangan BAZNAS RI Tahun 2024; Laporan Keuangan Rumah Zakat Tahun 

2024) 

Berdasarkan hasil komparasi, kedua lembaga telah memenuhi ketentuan 

formal PSAK No. 409 dalam hal pemisahan dana zakat, infak, sedekah, dan dana amil 

serta pengakuan dan pengungkapan dana amil. Perbedaan utama ditemukan pada 

aspek pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. BAZNAS RI menunjukkan tingkat 

kepatuhan yang lebih tinggi karena telah mempublikasikan lima komponen laporan 

keuangan lengkap beserta CALK serta menyatakan secara eksplisit penggunaan 

PSAK No. 409 sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Sebaliknya, Rumah 

Zakat belum menyajikan CALK dalam laporan publik sehingga beberapa aspek 

penting seperti kebijakan akuntansi, dasar pengukuran, dan pengungkapan transaksi 

tertentu belum dapat dievaluasi secara menyeluruh. Secara keseluruhan, penerapan 

PSAK No. 409 pada laporan keuangan versi publik BAZNAS RI dinilai lebih mendalam 

dibandingkan Rumah Zakat. (Tabel 4.3; Laporan Keuangan BAZNAS RI Tahun 2024; 

Laporan Keuangan Rumah Zakat Tahun 2024) 

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori agensi yang menjelaskan bahwa amil 

sebagai pengelola dana umat memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan 

pengelolaan dana kepada muzakki melalui laporan keuangan yang transparan dan 

sesuai standar yang berlaku. Semakin lengkap dan terbuka informasi yang disajikan, 
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maka semakin kecil potensi konflik keagenan yang dapat terjadi. Selain itu, teori 

stewardship menjelaskan bahwa amil bertindak sebagai pihak yang menerima 

amanah dari muzakki untuk mengelola dana zakat, infak, dan sedekah secara 

bertanggung jawab. Dalam konteks ini, BAZNAS RI menunjukkan tingkat akuntabilitas 

yang lebih tinggi karena menyediakan informasi yang lebih lengkap kepada publik 

melalui CALK dan penjelasan kebijakan akuntansi. Sebaliknya, keterbatasan 

informasi pada laporan publik Rumah Zakat berpotensi menimbulkan asimetri 

informasi antara pengelola dana dan masyarakat, meskipun hal tersebut dapat 

berbeda apabila laporan lengkap diberikan kepada muzakki atau pihak terkait secara 

khusus. (Teori Agensi dan Stewardship; Laporan Keuangan BAZNAS RI Tahun 2024; 

Laporan Keuangan Rumah Zakat Tahun 2024) 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Setelah mengetahui dan melihat bagaimana laporan keuangan kedua lembaga 

diakui, diukur, disajikan dan diungkapkan, sejalan dengan teori agensi bahwa amil 

atau lembaga yang menjadi penanggungjawab sudah mendapat hak amilnya 

sehingga berkewajiban untuk bertanggungjawab atas pengelolaan dan melaporkan 

keuangan yang sudah dipercayakan oleh muzakki dengan baik dan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku yatu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 409 tidak 

hanya mementingkan pihak Lembaga ataupun amil saja. Sejalan dengan teori 

stewardship bahwa muzakki telah mempercayakan atau mengamanahkan asetnya 

(zakat), infaq ataupun sedekah kepada amil yang memiliki tanggungjawab serta 

integritas untuk mengelola dengan baik dan sesuai ketentuan yang ada. Hubungan ini 

sangat berpotensi adanya konflik jika terdapat kesalahan dari pihak pengelola terlebih 

amil sudah mendapat bagian yang menjadi hak nya atas tanggungjawab pengelolaan 

tersebut, maka semakin lengkap dan transparan laporan keuangan yang disajikan dan 

semakin baik juga  hubungan antara amil dan muzakki. Pengelolaan dana serta 

kesesuaian dengan regulasi pada lembaga pengelola akan membuat amil terhindar 

pula dari konflik keagenan. Menjalankan amanah yang sudah diberikan dengan 

menetapkan struktur dan kebijakan yang jelas, laporan keuangan BAZNAS RI 2024 

telah menyajikan komponen utama laporan keuangannya dengan baik dan 

terpublikasi komponen utama laporan keuangan, sudah menyatakan dasar 

pencatatannya yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 409 dalam Catatan 

Atas Laporan Keuangan(CALK), namun ditemukan beberapa detail yang masih belum 

ditemukan akun-akun terkait sedekah jasa, al-qardh al-hasan, dan beberapa dasar 

pengukuran yang merupakan bagian dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

No. 409. Sedangkan Rumah Zakat dalam publikasi laporan keuangannya masih 

terbatas dalam menyajikan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang 

seharusnya terdapat dasar kebijakan pencatatan laporan keuangan didalamnya, hal 

ini sangat berpotensi kepada konflik keagenan, karena asimetri informasi berpotensi 

meningkat antara pengelola dana dan masyarakat sebagai pihak pemberi dana. 
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Terlebih lagi para calon muzakki yang sedang mencari Lembaga untuk dipercayakan, 

hal ini dapat menggiring kepada prasangka lain. Namun hal ini dapat ditinjau kembali 

jika Rumah Zakat secara privasi membagikan laporan keuangannya dengan versi 

lengkap kepada muzakki dan stakeholder ataupun internal lainnya. Dengan demikian, 

penulis akan menyajikan tabel terkait keseluruhan perbandingan tingkat kedalaman 

penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.409 pada laporan keuangan 

versi publik yang berlaku pada kedua lembaga.   

Komparasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan  No. 409 pada 
Laporan Keuangan di BAZNAS RI dan Rumah Zakat Tahun 2024 

No Komponen 

Penilaian 

Kriteria 

Penilaian 

BAZNAS 

RI 2024 

Rumah 

Zakat 

2024 

Analisis 

1. Pemisahan 

Dana 

Dana ZIS dan 

amil dipisah 

Sesuai Sesuai Keduanya 

sudah sesuai 

secara formal 

2. Pengakuan 

dan 

Pengungkapan 

Dana Amil  

Mengakui 

penerimaan 

dan 

penyaluran 

dana ZIS dan 

amil serta 

saldo akhir.  

Sesuai Sesuai Keduanya 

dalam laporan 

keuangan 

sudah 

mengakui dan 

diungkapkan 

3. Pengukuran 

Aset Nonkas 

Nilai Wajar 

diungkapkan 

Sebagian Tidak 

Sesuai 

Tidak ada 

dasar nilai 

wajar 

4. Penyajian 

Laporan 

Laporan 

lengkap 

sesuai 

Pernyataan 

Standar 

Akuntansi 

Keuangan  

Sesuai Sebagian Rumah Zakat 

belum lengkap 

CALK. 

5. Al-qardh  

Al-Hasan 

Diungkapkan 

jika ada 

Tidak 

ditemukan 

Tidak 

ditemukan 

Tidak 

ditemukan 

pengungkapan 

pada 

keduanya 

6. Sedekah Jasa Diakui dan 

diungkapkan 

Tidak 

ditemukan 

Tidak 

ditemukan 

Tidak 

ditemukan 

pengungkapan 

pada 

keduanya 
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7. Kebijakan 

Akuntansi 

Dijelaskan 

dalam CALK 

Sebagian Tidak 

ditemukan 

Rumah Zakat 

sangat 

terbatas 

8. Aset 

Pengelolaan 

Disajikan dan 

dijelaskan 

Sebagian Sebagian Keduanya 

menyajikan 

namun tidak 

detail 

9. Transisi 

Pernyataan 

Standar 

Akuntansi 

Keuangan 

No.409 

Penyesuaian 

2024 dalam 

laporan 

keuangan 

versi 

publikasi 

Sesuai Sebagian Rumah Zakat 

tidak eksplisit 

Berdasarkan tabel 4.3 terkait komparasi penerapan pernyataan standar 

akuntansi No. 409 pada laporan keuangan di BAZNAS RI dan Rumah Zakat 

Tahun 2024, Dapat dijelaskan sebagai berikut. 

1. Pemisahan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah serta dana amil pada kedua 

objek penelitian sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan No. 409, dalam laporan keuangannya kedua lembaga telah 

memisahkan terkait dana zakat, infaq, sedekah dan dana amilnya yang 

artinya sudah memenuhi kriteria regulasi yang berlaku secara formal. Di 

dalam masing-masing lembaga, terlihat adanya pemisahan yang jelas dan 

terstruktur dengan baik, pemisahan pencatatan ini membuktikan bahwa 

kedua instansi pengelola zakat tersebut sudah menerapkan 

prinsipakuntabilitas dan transparansi yang sesuai dengan standar 

akuntansi syariah, yang dimana dana titipan umat tidak bercampur dengan 

dana-dana operasional internal lembaga (amil). 

2. Terkait aspek pengakuan serta penyajian informasi keuangan dana ail, baik 

BAZNAS RI maupun Rumah Zakat dinilai telah berjalan selaras dengan 

ekeetentuan yang berlaku. Pengakuan dana amil pada kedua lembaga 

sudah dilakukan begitupun pengakuannya, sumber penerimaan, 

penggunaan dan saldo akhir dalam laporan keuangannya. Pengungkapan 

yang baik ini memberikan gambaran yang transparan mengenai kinerja 

keuangan dan pengelolaan dana operasional amil pada akhir periode. 

3. Dalam aset non kas ditemukan adanya perbedaan antara kedua lembaga, 

Pengukuran aset nonkas dengan mengungkapkan nilai wajar, BAZNAS RI 

2024 mengungkapkan hanya sebagian nilai wajar dalam Catatan Atas 

Laporan Keuangan, sedangkan Rumah Zakat belum turut menyertakan 

Catatan Atas Laporan Keuangan dalam laporan keuangan publik nya. 

Mencantumkan secara detail tentu sangat baik dampaknya kepada 
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kepercayaan dan kejelasan dasar yang dijadikan acuan lembaga pengelola 

zakat itu sendiri. 

4. Ditinjau dari kelengkapan Penyajian komponen laporan keuangan sesuai 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, terdapat 

perbedaan yang cukup signifikan pada laporan publik kedua lembaga. pada 

BAZNAS RI untuk Tahun 2024 sudah menyajikan kelima komponen laporan 

keuangan dalam publikasinya, sedangkan Rumah Zakat untuk Tahun 2024 

sudah menyajikan empat komponen laporan keuangan kecuali salah satu 

komponen utama pada laporan keuangan yaitu Catatan Atas Laporan 

Keuangan pada publikasinya. 

5. Terkait dengan instrumen Al-qardh Al-Hasan dalam kedua laporan 

keuangan lembaga tidak ditemukan pengungkapan akun, pembiayaan, 

penjelasan dan saldo terkait qardh hasan. Ketentuan standar akuntansi 

menetapkan bahwa pos ini wajib untuk diungkapkan secara jelas jika 

lembaga memilikinya. Namun, dari hasil analisis yang dilakukan terhadap 

dokumen keuangan BAZNAS RI dan Rumah Zakat untuk 2024, akun-akun 

terkait belum ditemukan pada laporan keuangan versi publiknya. 

6. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi No. 409 transaksi terkait 

Sedekah Jasa harus diakui dan diungkapkan secara transparan pada 

laporan keuangan dan diharuskan untuk mempublikasikannya terlebih ini 

lembaga pengelola zakat besar di indonesia. Dalam kedua laporan 

keuangan lembaga tidak ditemukan pengungkapan formal akun, kebijakan, 

dan nilai jasa sukarela terkait sedekah jasa. 

7. Hal yang juga sangat penting ialah kebijakan akuntansi dalam laporan 

keuangan ini dijelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan yang juga 

merupakan komponen utama penyusunan laporan keuangan, BAZNAS RI 

sudah lebih baik menjelaskan dan sudah mempublikasikan kebijakannya 

namun masih memiiki keterbatasan pada penjelasan dasar nilai wajar aset 

tertentu, model pengukuran aset kelolaan, al-qardh al-hasan, dan sedekah 

jasa. Sedngkan Rumah Zakat belum sesuai disebabkan Catatan Atas 

Laporan Keuangan yang lengkap tidak termuat atau beum disertakan 

kedalam laporan keuangan publiknya sehigga belum dapat dievaluasi 

secara penuh tingkat kesesuaian dan kedalaman Catatan Atas Laporan 

Keuangannya.. 

8. Sebaga lembaga pengelola zakat yang termasuk kedalam TOP Brand 

Indonesia BAZNAS RI dan Rumah Zakat sudah seharusnya dengan rinci 

menyajikan tentang aset kelolaan hal ini juga merupakan bagian dari 

akuntabilitas pencatatan laporan keuangan sesuai dengan Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan. Aset kelolaan sebagian disajikan dan 

dijelaskan pada laporan keuangan kedua lembaga, BAZNAS RI sudah 
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mengungkapkan adanya aset kelolaan namun rinci kepada dasar 

pengukuran, model biaya atau revaluasi, dan penurunan nilai belum ada. 

Sedangkan Rumah Zakat terdapat aset yang digunakan dalam program 

pemberdayaan tetapi pengungkapan aset kelolaan tidak mendalam, tidak 

ditemukan rincian model pengukuran dan mutasi aset kelolaannya. 

9. Transisi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan No.409 yang diterapkan 

sebagai dasar laporan keuangan lembaga pengelola zakat, BAZNAS RI 

sudah lebih baik penerapannya meskipun terdapat beberapa rincian yang 

belum ditemukan dalam laporan keuangannya dibanding Rumah Zakat 

yang turut belum menyertakan CALK pada publikasi laporan keuangan 

serta beberapa hal merinci lain yang belum ditemukan didalamnya.  

D. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti pada 

akuntansi dana amil berdasarkan PSAK 409 pada laporan keuangan BAZNAS RI 

dan Rumah Zakat 2024 dalam skripsi ini maka peneliti dapat menyimpulkan 

beberapa hal berikut: 

1. BAZNAS RI sudah melakukan pengukuran, pengakuan, penyajian dan 

pengakuan pada laporan keuangannya dan sudah teraudit oleh auditor mandiri 

dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dalam praktiknya pun 

BAZNAS RI periode Tahun 2024 sudah menyajikan kelima komponen utama 

laporan keuangan yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, 

laporan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan 

dalam laporan keuangannya yang sudah terpublikasi pada situs resmi 

BAZNAS RI. Meski terdapat beberapa detail yang belum diungkap seperti 

dijelaskan pada pembahasan. 

2. Rumah Zakat sudah melakukan pengukuran, pengakuan, penyajian dan 

pengakuan pada laporan keuangannya dan sudah teraudit oleh auditor mandiri 

dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dalam laporan keuangannya 

Rumah Zakat periode Tahun 2024 sudah cukup baik dalam pencatatannya dan 

sudah turut mempublikasikan laporan posisi keuangan, laporan perubahan 

dana, laporan aset kelolaan, laporan arus kas meski terdapat juga beberapa 

detail yang belum diterapkan dan masih terdapat salah satu bagian utama 

laporan keuangan yang belum diikut sertakan dalam publikasi laporan 

keuangan pada situs resmi Rumah Zakat yaitu Catatan Atas Laporan 

Keuangan (CALK) yang merupakan bagian penting dalam laporan keuangan. 

3. Secara aturan lembaga zakat harus mempublikasikan setiap bagian laporan 

keuangannya sesuai dengan aturan yang berlaku saat itu ialah PSAK No. 409 

sesuai dengan Keputusan IAI yang artinya harus diterapkan oleh kedua 

Lembaga. Secara komparatif penelitian dilakukan, terbukti bahwa keduanya 

memiliki tingkat kedalaman penerapan PSAK No. 409 yang berbeda, BAZNAS 
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RI sudah sesuai secara keseluruhan dan terpublikasi komponen-komponen 

utama laporan keuangannya namun terdapat beberapa detail yang belum 

sesuai yaitu, sebagian penjelasan dasar nilai wajar aset tertentu, model 

pengukuran aset kelolaan, al-qardh al-hasan, dan sedekah jasa yang belum 

diungkapkan. Sedangkan Rumah Zakat dalam laporan keuangannya sudah 

dengan baik menerapkan PSAK No.409 salah satu komponen utama dalam 

laporan keuangan masih ada yang belum dipublikasikan yaitu Catatan Atas 

Laporan Keuangan (CALK) sehingga dasar-dasar kebijakan pencatatan 

laporan keuangan secara detail tidak dapat dideteksi, pencatatan al-qardh al-

hasan, sedekah jasa, juga belum ditemukan, serta aset kelolaan yang belum 

detail pengungkapannya. Dengan demikian BAZNAS RI lebih baik dan 

transparan dalam mempublikasikan seluruh bagian laporan keuangannya dari 

pada Rumah Zakat. 
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